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KATA PENGANTAR
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdullillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat 

dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad S.A.W beserta 

keluarga, sahabat dan orang - orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya segingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan 

skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh helar 

Saijana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini beijudul 

“Implementasi Kebijakan Program Berobat Gratis di Sumatera Selatan 

Dalam Mewujudkan Hak Warga Negara Menurut Undang - Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh 

dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh 

sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

anda sekalian demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas 

amal - amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juni 2014

Penulis
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ABSTRAK

Indonesia is a country that is based on State law (rechtstaat), and not based on 

power alone (machtstaat). As a law-based State authorities any actions should be 

based on law - the law applies. In Indonesia UUD 1945 is a basic guideline for the

govemment in canying out its power, one of the most important components in

UUD 1945 is the obligation of the govemment in realizing the Rights and Welfare

of the People Citizen. Welfare and rights of the citizens needs to be fought by the

govemment can be attributed to many things, both in the fleld of education,

economic, social, cultural, and health. In carrying out the mandate of UUD 1945

in the field of health, South Sumatra provincial govemment issued a policy of 

Free Medication Programs for the people of South Sumatra Province. Hopefiilly 

with the program, the Govemment of South Sumatra Province can realize Civil 

Right in the health sector, only - for the sake of running is mandated in UUD 1945

Keywords: Civil Right, Jamsoskes Sumsel Semesta
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PENDAHULUAN

Latar BelakangI.

adalah hak asasi manusia yang harusPelayanan kesehatan 

diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah harus melaksanakan prinsip — 

prinsip Good Government dalam melaksanakan pelayanan publik, termasuk 

pelayanan kesehatan, prinsip tersebut mencakup keadilan, responsivitas dan 

efisiensi pelayanan. Untuk mencapai harapan tersebut diselenggarakan

pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal. Kesinambungan dan keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan 

oleh tersedianya pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia berpedoman pada Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN), yaitu suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya 

bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai wujud kesejahteraan umum seperti 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.

1



”Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

konstitusi Negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para

pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagai hukum dasar, Undang —

Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan hanya merupakan dokumen

hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, suatu cita —

cita serta falsafah yang merupakan nilai — nilai luhur bangsa dan menjadi landasan

dalam penyelenggaraan negara sebagai sumber hukum tertinggi”.1 Undang -

Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus dipahami oleh setiap warga

Negara Indonesia, pemahaman tersebut tidak hanya melalui teksnya saja

melainkan secara sungguh - sungguh mengerti dan memahami baik konteks

filosofis, sosio historis, sosio yuridis dan bahkan sosio ekonomis yang
2

mempengaruhi perumusannya.

Di Indonesia Hak Asasi Manusia diatur dan dirumuskan dalam Pancasila

dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

merupakan landas an ideologi dan landas an struktural bangsa Indonesia. Hak Asasi

Manusia sendiri dirangkum dan dirumuskan dalam pasal — pasal yang berkaitan

dengan Hak Asasi Manusia, dalam setiap butir-butir sila, dalam pembukaan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam

batang tubuh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sambutan Pimpinan MPR RI PERIODE 2009 - 2014, Dalam buku Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbitan sekretariat Jendral MPR RI 2012.

2 Kata Pengantar Jimly Asshiddiqie Dalam buku Komentar Atas Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.ix.

2



Didalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Hak Asasi Manusia tersebut memiliki legalitas yang mutlak dan dengan 

konsekuensi yang besar apabila ada pihak - pihak yang ingin mengambil dan 

hak seorang individu, karena Negara wajib menjamin 

keamanan dan ketentraman setiap warga Negaranya. Hal ini tertuang dalam 

Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dari 

huruf A sampai dengan huruf J Tentang Hak Asasi Manusia.

atau merampas

Salah satu elemen penting dalam Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam 

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai 

faktor Kesehatan, Kesehatan sendiri tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang - 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu;3 “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”. Dan Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yaitu;4 <cNegara bertanggung jawab atas penyediaan

fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan salah 

penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, kesehatan itu adalah Hak setiap warga Negara Indonesia, 

bahkan Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan

satu unsur

* Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua. 
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
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kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan. Hal itu dapat terlihat didalam Pasal 14 

ayat (1) Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu, 

“Pemerintah Bertanggung Jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, 

membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat”. Dan didukung oleh ayat (2) yaitu , Tanggung 

Jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada 

pelayanan publik”. Dapat terlihat jelas jikalau kesehatan ini merupakan Hak setiap 

Warga Negara, dikarenakan bersifat publik dan merata tanpa memandang 

golongan, dan Pemerintah disini tidak hanya Pemerintah Pusat saja yang 

bertanggung jawab, tetapi juga Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah tersebut 

meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah yang lain yang 

termasuk sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan maka

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Sumatera Selatan sebagai bentuk tugas

dan wewenangnya telah mengeluarkan Progam Jaminan Sosial Kesehatan

(JAMSOSKES) dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA), hal tersebut 

guna melaksanakan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5 Lembar Negara Tahun 2009 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
Ibid

4



Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat membantu 

masyarakat kurang mampu dan belum memiliki asuransi untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan sasaran program berobat gratis 

menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan 

Semesta yaitu 7 “Sasaran Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah seluruh 

masyarakat Sumatera Selatan yang belum teijamin oleh sistem asuransi kesehatan 

yang lain”, selain itu diharapkan bermanfaat dalam peningkatan mutu dan kualitas 

pelayan kesehatan masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Berdasarkan urain di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian

dalam bentuk skripsi yang beijudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

BEROBAT GRATIS DI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN

HAK WARGA NEGARA MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.

TahUn 2009 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta.

5
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II. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang 

akan di kaji oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu ;

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan berobat gratis di Sumatera Selatan 

dalam mewujudkan hak warga negara menurut Undang — Undang Dasar

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945 ?

2. Tugas dan upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam

melaksanakan kebijakan berobat gratis di Sumatera Selatan dalam rangka

mewujudkan hak warga negara menurut Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ?

III. Kerangka Teori

a) Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum ialah teori yang menjelaskan mengenai apa saja 

yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang di perintah harus 

berlandaskan hukum, maksudnya adalah segala tindakan penguasa harus 

memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan Undang - 

undang. 8

8 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 2008. hlm.54.
6



b) Teori Negara Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan atau lebih dikenal dengan welfare State ialah 

teori yang mengajarkan tentang kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum bagi rakyatnya.9 Bisa dikatakan Negara memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam rangka meningkatkan kualitas mutu 

dan pelayanan agar dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi warga 

negaranya.

c) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Menurut Rahardjo yang dikutip oleh Bemard L.Tanya, “pemikiran hukum 

perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. 

Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik 

orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan 

sebaliknya”.10 “Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk 

mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif

menganut ‘ideologi’ : hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro- 

rakyat”.11 “Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada

penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat 

(kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan 

tujuan akhir penyelenggaraan hukum.”12

9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2008. hlm. 14-15.
10 Bemard L. Tanya et.al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. 

Yogyakarta : Genta Publishing ,2013, hlm. 190.
11 Ibid.
12 Ibid
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d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

13memperoleh pelayanan kesehatan.

1.

Pasal 34 ayat (3) :

2. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.14

TujuanIV.

Melihat dari masalah yang timbul di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini ialah:

1. Tujuan Objektif

a. Mengetahui bagaimana efektifitas dari pelaksanaan Program Berobat

Gratis di Sumatera Selatan dalam mewujudkan Hak Warga Negara

Menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

b. Mengetahui peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam

Melaksanakan Program Berobat Gratis

13 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua.
14 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.
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2. Tujuan Subjektif

a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 

penulisan skripsi ini demi memenuhi syarat yang diwajibkan dalam gelar 

kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

b. Menambah, mengembangkan, memperluas pengetahuan dan pengalaman

penulis serta pemahaman aspek Hukum didalam Teori dan Praktek

dilapangan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang menjadi

konsentrasi pendidikan hukum penulis selama masa pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

y. Kegunaan Penelitian

Didalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 

bisa diambil dan diaplikasikan dikehidupan nyata, adapun manfaat dari penelitian 

ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum 

Tata Negara pada Khususnya.

b. Memberi sedikit sumbang pengetahuan dan pikiran didalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khusunya.

9



J

Manfaat Praktis2.

Dapat dijadikan sebagai Iandasan pemikiran untuk lebih meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang perlunya Program Berobat Gratis ini dalam 

mewujudkan Hak Warga Negara yang tertuang dalam Undang - Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a.

Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

penulis dalam bidang hukum sebagai pondasi untuk masuk kedalam 

instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang ada di Negara

b.

lm.

VI. Ruang Lingkup

Didalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian

pada pembahasan tentang analisis secara yuridis dan sosiologis dalam penerapan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta. Serta

keefektifitasan Peraturan Daerah tersebut terkait upaya Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam menjalankan amanah Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan Hak Warga Negaranya dan Tingkat 

kepuasan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang diamati secara acak melalui 

sampel kuisioner.
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VII. Metode Penelitian

Jenis Penelitian1.

Jenis penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam hal mengkaji 

permasalahan — permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini melalui penelitian 

hukum deskriptif analitis, yaitu penelitian yang 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada 

pemecahan masalah15.

di maksudkan untuk

Dan dengan pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang 

mengidentifikasi hukum atau norma yang ada didalam masyarakat dengan 

maksud mengetahui gejala-gejala lainnya16. Kemudian penulis juga akan meneliti

sinkronisasi hubungan antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor

2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera

Selatan Semesta dengan implementasinya di Masyarakat.

15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ketiga, Jakarta* Sinar 
Grafika,2002, hlm.6.
M 16,Hi'"ian kusuma, Me,ode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung- 
Mandar Maju, 1995, hlm.65. 6‘
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Sifat Penelitian2.

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan yang ditunjang dengan pokok 

permasalahan yang ditelaah juga diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara 

teori dan praktek lapangan, sifat penelitian yangdigunakan penulis ialah Penelitian 

diskriptif kualitat if7.

Penelitian deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian dimana dimaksudkan 

untuk data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan serta gejala lainnya 

dengan cara pengumpulan data, menyusun, menganalisis, dan

menginterprestasikannya.

Lokasi Penelitian3.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan

penelitian di beberapa tempat yaitu :

A. Rumah Sakit Mohammad Hosein Palembang

B. Dinas Kesehatan Kota Palembang

C. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

D. Beberapa Puskesmas di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan sinzkat) 
Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14. *
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Tchnik Pengumpulan Data4.

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang sangat 

penting. Karena dengan adanya data bisa membantu penulis sebagai bahan dalam 

penulisan skripsi ini, dan tehnik pengumpulan dat yang digunakan penulis adalah :

A. Angket (Kuisioner)

Merupakan Tehnik pengumpulan data melalui formulir formulir berisi

beberapa pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang

maupun kelompok masyarakat, untuk mendapat jawaban atau tanggapan

18dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Penulis menggunakan angket atau kuisioner yang telah disusun secara

terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (Multiple

Choice) dan pertanyaan terbuka (Open Question) metode ini digunakan

untuk memperoleh data dari masyarakat selaku pengguna Jamsoskes

Sumsel Semesta, dan Pemerintah selaku pelaksana program ini. 

Penempatan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random

sampling.

B. Studi Kepustakaan

Didalam studi kepustakaan penulis mendapat data bersifat Teoritis yaitu 

dengan membaca juga mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, 

majalah, internet, peraturan perundang undangan, dan lain-lain.

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2008 
hlm.66. ^ ’
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Jenis dan Sumber Data5.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada tiga sumber data yang 

akan dikumpulkan, yaitu data primer, data sekunder maupun data tersier. Adapun 

data - data tersebut adalah sebagai berikut;

A. Sumber Data Primer

Merupakan keterangan data atau fakta yang didapat dilapangan 

langsung , baik dengan cara wawancara atau studi lapangan 

secara langsung dalam penelitian ini.

secara

B. Sumber Data Sekunder

Keterangan atau data yang diperoleh secara tidak langsung, 

melainkan didapat dari studi kepustakaan berbagi buku, arsip, 

dokumen, peraturan-peraturan perundang undangan.

Sumber data sekunder bersumber pada data yang diperoleh dari studi

kepustakaan, yang terdiri dari:

> Bahan Hukum Primer yaitu segala bahan dan materi hukum

yang mempunyai kedudukan secara yuridis yang mengikat,

seperti peraturan perundang - undangan yang meliputi;

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.

b) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.
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c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Kesehatan Sumatera Selatan Semesta.

> Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

tersebut, yang meliputi:

a) Buku ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan 

penelitian ini.

b) Hasil Penelitian dari para Saijana.

c) Artikel, Literatur hasil penelitian, dan lain — lain.

C. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, misalnya

seperti kamus hukum.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Semua data bahan hukum dan bahan informasi penunjang, dianalisis 

kualitatif, yakni analisa data yang dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, 

bahkan seringkah dituangkan dalam tabel-tabel agar mudah dibaca, setelah itu 

baru dilakukan penafsiran terhadap bahan.19

secara

19 Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Palembang : Laboratorium 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.
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Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat- 

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan data adalah tanggapan 

masyarakat terhadap masalah yang dihadirkan didalam skripsi ini, Tahap-tahap 

pengolahan data tersebut adalah ;

1. Penyuntingan

Semua data wawancara, data kuisioner, diumpulkan untuk selanjutnya 

diperiksa terlebih dahulu sebelum dikelompokkan.

2. Penyusunan dan Penghitungan Data

Setelah data terkumpul lalu selanjutnya dilakukan penyusunan dan 

analisis data secara manual dengan mengelompokannya satu persatu.

3. Tabulasi

Selanjutnya data yang telah disusun dan dihitung disajikan didalam 

bentuk pertabelan.

2o
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Raia 

Grafindo Persada, 2004, hlm. 25. J
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